BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial, dimana satu sama
lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta
melalui jalan bermuamalah. Kata muamalat belasal dari kata J= \ secara
arti kata mengandung arti “saling berbuat™ atau berbuat secara timbal balik
dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.! Selain itu
kata muamalat juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh
seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi
kebutuhan masing-masing.’

Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya
untuk selalu berusaha mecari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur
dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua bela pihak. Hal ini bertujuan agar
muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya
jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.® Selain itu dalam hal
bermuamalah di anjurkan sesama manusia agar saling tolong-menolong

dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT surat al-Maidah : 2
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T Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Bogor: Kencana, 2003), 175.
2 Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
3 As-Sayyid Sahiq, Figih as-Sunnah, jilid V, cet. Ke-1, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 12.



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran”.*

Salah satu yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam
bermuamalah adalah a/-ijarah. Menurut Amir Syarifuddin a/-ijarah secara
sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa
dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah
manfaat atau jasa dari suatu benda disebut al-ijarah al-‘ain, seperti sewa-
menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi manfaat
atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan al-jjarah ad-dzimah atau
upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi, sekalipun objeknya berbeda
keduanya dalam konteks figh disebut al-ijarah.’Al-ljarah dalam bentuk
sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah
yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur
ulamak adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat al-Quran, Hadis-hadis Nabi,
dan ketetapan [jmak Ulamak.¢

Adapun dasar hukum tentang kebolehan 7jarah adalah surat al-

Thalaq ayat 6 sebagai berikut :
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4 Mushaf Madinah, a/-Quran Terjemah dan Tafsir, (Bandung : Jabal, 2010), 102.

> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

6 Wahbah al-Zuhaili, A/-Figih al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, cet. Ke-8, (Damaskus: Dar Al-
Figr Al-Mua’ssim, 2005 ), 3801.



“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu

Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.’

BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” (MUDA) Kantor Cabang
Bungah Gresik memiliki badan hukum Koperasi karena di bawah
pengawasan Dinas Koperasi yang beralamat di JI. Raya Bungah No. 18, kec.
Bungah, kab. Gresik. Dari berbagai jenis produk Salah satu pembiayaan yang
dioperasikan adalah Pembiayaan Mudhorobah, Pembiayaan Musyarokah,
Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan [jaroh (Multijasa) dengan akad ijarah,
dan Pinjaman Qord.

Transaksi 7jarah digunakan dalam bentuk pelayanan jasa keuangan
dalam Koperasi BMT Muda KANTOR CABANG Bungah Gresik yang menjadi
kebutuhan masayarakat, dalam bentuk pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan
yang diberikan oleh Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah
Gresik kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Adapun
Pembiayaan multijasa ini pada umumnya dalam bentuk dana untuk biaya
pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam salah satu syarat al-fjarah
dijelaskan bahwa upah dalam a/-jjarah harus jelas, tertentu dan suatu yang
bermanfaat atau memiliki nilai ekonomi.® Dari salah satu syarat itu dapat
dijelaskan bahwa jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan harus jelas,
sehingga lembaga keuangan syariah dapat memperoleh upah sesuai dengan jasa
yang dilakukan. Begitu pula dengan penetapan ujrah yang dibebankan pada

nasabah. Sering kali ujrah yang dibebankan pada nasabah dipaparkan atau

" Mushaf Madinah, al-Quran Terjemah dan Tafsir, (Bandung : Jabal, 2010), 559.
8 Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.



ditetapkan dalam bentuk prosentase persen dengan ketentuan batas minimal
dan disesuaikan dengan jumlah nominal yang dipinjam. Penetapan ujrah dalam
hal prosentase persen mengandung unsur hal ketidak jelasan yakni antara tukar
manfaat dengan wujrah dan manfaat jasa. Memang ketetapan wujrah yang
dibebankan sama, akan tetapi ketika nominal pembiayaan berbeda ujra/mya pun
berbeda karena prosentase dikali dengan nominal pembiayaan. Dan untuk
pembayaran ujrah disesuaikan dengan waktu pelunasan jatuh tempo setiap
bulannya sehingga nasabah membayar wjrafmya setiap bulan dalam waktu
pelunasan yang telah disepakati.

Sebagai contoh, perhitungan penetapan wujrah pada pembiayaan
multijasa sebagai berikut seorang nasabah membutuhkan dana untuk biaya
pendidikan anaknya, untuk itu nasabah melakukan pembiayaan multijasa di
Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik, dalam
penentapan ujrah nasabah dibebankan biaya ujrah dengan batas minimal 1,5
% dari besar pembiayaannya, misalkan pembiayaan Rp. 5.000.000 berarti
nasabah harus membayar ujrah 1,5 % dari Rp. 5.000.000 yang hasilnya Rp.
75.000, sedangkan nasabah ingin melunasi dalam jangka waktu 6 bulan
sehingga (Rp. 75.000x6 bulan) sehingga pembiayaan yang harus dilunasi
sebesar Rp. 5.450.000 dengan angsuran pembayaran yang telah disepakati
diawal.’

Dari contoh di atas setelah penulis amati dalam praktik di

lapangan ada yang kurang sesuai. Persoalan yang digaris bawahi adalah

% Siti Mudawwama, Wawancara, Bungah Gresik, 06 September 2015.



penetapan yang berdasarkan prosentase persen yang mengandung ketidak
jelasan. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji.
Untuk itu penulis akan meneliti lebih jaun lagi apakah penetapan wjrah di
atas sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkanya. Dalam Islam dijelaskan pula sesuatu yang
memberatkan itu tidak diperolehkan dan harus dihilangkan. Sesuai dengan

kaidah figih yang berbunyi Jii ;i artinya “bahaya (beban berat) harus

dihilangkan”.!® Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang
mungkin akan diterima oleh pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan
syariah. Hal ini didasarkan pada keumuman kemaslahatan yang didasarkan
suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa 4: 29 sebagai

berikut :
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.!!

Karena itu peneliti akan mengkaji dan meneliti lebih jaun lagi
apakah penetapan ujrah dengan prosentase persen pada pembiayaan

multijasa akad 7jarah di atas sudah sesuai dengan hukum Islam.

0 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
! Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Pedoman limu Jaya, 1992),
83.



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi  diperlukan untuk mengenali ruang lingkup
pembahasanya agar tidak terjadi miss understanding dalam pemahaman
pembahasan. Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa
masalah diantaranya :

a. Proses Pelaksanaan penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa
akad al-fjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang
Bungah Gresik

b. Dampak dari penetapan wujrah dalam pembiayaan multijasa akad a/-
jjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah
Gresik

c. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penetapan ujrah dalam
pembiayaan multijasa akad al-ijarah di Koperasi BMT MUDA Jawa
Timur Kantor Cabang Bungah Gresik

d. Penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad al-jjarah di
Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik

e. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan wjrah dalam pembiayaan
multijasa akad al-jjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur
Kantor Cabang Bungah Gresik

2. Batasan Masalah
Dari beberapa masalah yang tercantum di atas masih bersifat

umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah  dalam



pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya serta

permasalahannya. Maka penulis memberi batasan pembahasan meliputi

sebagai berikut :

a. Praktik penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad jjiarah di
Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan ujrah dalam pembiayaan
multijasa akad 7jarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor

Cabang Bungah Gresik

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik penetapan wujrah dalam pembiayaan multijasa akad
jjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah
Gresik ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan ujrah dalam
pembiayaan multijasa akad 7jarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur

Kantor Cabang Bungah Gresik?

D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka pada intinya adalah deskripsi ringkas tentang
kajian atau penelitian umum pada topik penelitian yang sejenis atau seputar
masalah sejenis yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang
akan diteliti tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti atau

yang telah ada.



Dalam rancangan skripsi ini, penulis membahas tentang “Tinjauan
Hukum Islam terhadap penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad a/-
jjarah di Koperasi BMT MUDA Jatim Kantor Cabang Bungah Gresik”.
Yang mana Dalam penelitian sebelumnya memang telah ada yang membahas
masalah wujrah, tetapi ada perbedaan mendasar yakni pada maksud penelitian
dan tempat penelitian serta objek yang dibahas.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang penetapan ujrah dalam
pembiayaan multijasa akad a/-ijarah belum ada yang meneliti. Akan tetapi
penulis menemui beberapa penelitian mengenai upah. Diantaranya tentang
“Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Upah Pandego Dengan Sistem
Persenan di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”
skripsi pada tahun 2010 ini adalah karya dari M. Ali Fahmi Firmansyah
yang pokok permasalahnnya adalah tentang penetapan upah pandego tambak
dengan sistem persenan.!? Hal ini berbeda dengan penentapan wujrah dalam
pembiayaan multijasa, karena permasalahnnya dan proses
pelaksanaannyapun berbeda.

Skripsi karya Siti Aisyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 98 tahun 2008
Tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya”. Dalam hasil
penelitian skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan peraturan wali kota

Surabaya no. 98 tahun 2008 tentang tarif angkutan umum tidak dapat

2 M. Ali Fahmi Firmansyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Upah Pandego Dengan
Sistem Persenan di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” (Skripsi--
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010 ), 78.



berjalan dengan semestinya, karena alasan-alasan yang melatar belakangi
sehingga sulit bagi supir angkut untuk melaksanakan aturan tersebut, karena
ada pihak-pihak yang dirugikan yaitu supir angkutan dan pemilik angkutan.
Menurut hukum Islam peraturan wali kota tentang tarif angkutan tidak
bertentangan dengan syariah Islam karena dalam Islam telah diterangkan
bahwa ketika sedang melakukan transaksi haruslah adanya keridhoan antara
kedua bela pihak, di samping itu permasalahan tarif ini bersifat umum yaitu
mencari kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan yang aka terjadi
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seiring dengan
berkembangnya zaman, lingkungan serta banyaknya permasalahan yang ada
disekitar kita, maka selama itu tidak bertentangan dengan nash yang
ditetapkan, maka wajib berijtihad untuk mengatasi permasalahan tersebut
selama untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.'3

Pembahasan tentang tarif juga pernah dikaji oleh Nurul
Qomariyah dengan judul “Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Biaya
Asuransi Untuk Menentukan Tarif Premi Pada Produk Asuransi Pendidikan
Syariah di PT. Asuransi Tatakul Keluarga Surabaya (Perspektif Hukum
Islam)”. Dari hasil penenlitiannya disebutkan bahwa mekanisme perhitungan
dan penetapan biaya asuransi pendidikan menggunakan table mortalita
yaitu dengan melihat kemungkinan batas lama usia manusia hidup di dunia,

selain itu dengan melihat beban resiko yang ditanggung peserta asuransi.

'3 Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya
nomor 98 tahun 2008 Tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya” (Skripsi-- IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 72.
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Dan menurut tinjauan hukum Islam, mekanisme penetapan dan perhitungan
biaya asuransi pendidikan PT. Asuransi Tafakul Keluarga Surabaya tidak
tepat karena mengandung spekuasi, bukan disasarkan pada pengeluaran riil
yang terjadi. Padahal segala bentuk transaksi yag mengandung unsur
spekulasi dilarang dalam Islam.!4

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan yang
mendasari penenlitian ini, persamaannya adalah sama-sama mengenai
penetapan tarif, harga dan ujrah. Sedangkan perbedaan dalam penenlitian
tersebut di atas adalah transaksi dan objek yang berbeda dan yang diteliti,

salah satunya yakni tentang pembiayaan multi jasa dan penetapan prosentase

dalam bentuk persen.

E. Tujuan Penelitian
Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan
sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik penetapan ujrah dalam pembiayaan
multijasa akad a/-fjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor

Cabang Bungah Gresik
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan
yjrah dalam pembiayaan multijasa akad al-jjarah di Koperasi BMT

MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik

4 Nurul Qomariyah, “Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Biaya Asuransi Untuk Menentukan
Tarif Premi Pada Produk Asuransi Pendidikan Syariah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga
Surabaya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 89.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni agar bermanfaat
dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan
pengetahuan tentang praktik penetapan wjrah dalam pembiayaan
multijasa akad a/-Zjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor
Cabang Bungah Gresik, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para
pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam
sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2.  Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai
bahan pertimbangan untuk para pemikir hukum Islam untuk dijadikan
salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses penetapan ujroh dan
sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap

jual beli.

G. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenal
pengertian-pengertian dalam judul proposal ini, maka di sini ditegaskan
beberapa istilah-istilah sebagai berikut :
Hukum Islam : yaitu hukum Islam atau peraturan yang
diturunkan Allah SWT untuk manusia

melalui Nabi Muhammad saw, baik berupa



Penetapan Ujrah

Pembiayaan Multijasa

Akad fjarah

12

al-Quran maupun sunnah Nabi.'*> Dalam hal
ini hukum Islam yang dimaksud adalah
Quran Hadis Dan pendapat Ulamak tentang

yjrah dan fjarah.

: yaitu penetapan upah atau wujrah yang
didapatkan oleh BMT MUDA Jawa Timur
Kantor Cabang Bungah Gresik atas jasa
yang dikeluarkan kepada nasabah. Dalam
hal ini bentuk penetapannya menggunakan

prosentase persen.

: pembiayaan yang diberikan oleh pihak
lembaga keuangan syariah kepada nasabah
dalam memperoleh manfaat atas suatu
Dan dalam pembiayaan multijsa ini pihak
lembaga keuangan syariah dapat

memperoleh imbalann jasa (ujrah) atau fee.

: dalam pengertian syarak ialah suatu jenis
perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat

dengan jalan penggantian.!” Dalam hal ini

'S Ahmad el-Ghandur , Perspektit Hukum Islam , diterjemahkan oleh Ma’mun Muhammad

Murai dari A/-Madkhal Ila as-Shari’at al-Islamiyah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Pembiayaan Multi jasa
7 As-Sayyid Sahiq, Figih as-Sunnah, (Depok: Cakrawala Publishing, 2012), 7.
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akad yang digunakan dalam pembiayaan

multijasa adalah akad jjarah.

Dari beberapa definisi tersebut di atas yang menjadi fokus
pembahasan penulis adalah penetapan wjrah pada pembiayaan multijasa
akad al-jjarah, yang merupakan suatu penetapan ujrah atas jasa sewa yang di

berikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

H. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Studi ini merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh
langsung dari lapangan dan masyarakat melalui proses pengamatan dan
wawancara.'® Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka
data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data tentang praktik penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa
akad jjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang
Bungah Gresik.

b. Data tentang ketentuan hukum Islam yang menjelaskan tentang
praktik penetapan wujrah dalam pembiayaan multijasa akad rjarah di
Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik .

2. Sumber data
Untuk mendapatkan keterangan dan informasi, peneliti

mendapatkan informasi dari sumber data, yang dimaksud dengan sumber

8 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Hilal Pustaka , 2013), 91.
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data adalah subjek dari mana data diperoleh.!® Secara garis besar sumber

data yang digunakan dibagi dua jenis dua jenis, yaitu :

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.?’
Tentang praktik penetapan wujrah dalam pembiayaan multijasa akad
al-ijarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Jatim Kantor Cabang
Bungah Gresik, yaitu :

1) Pihak yang melakukan praktik penetapan ujrah dalam pembiayaan
multijasa akad a/-jjarah dalam hal ini petugas atau manajer di
Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah
Gresik.

2) Pihak yang melakukan pembiyaan multijasa akad a/-jjarah di
antaranya Khirotun Nisa’.

b. Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari
sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau refrensi
atau laporan penelitian terdahulu.?! Data tersebut meliputi:

1) Nasroen Harun, Figih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007.

2) Wahabah Al-juhaili, a/ figih al islami wa adilatuhu, Damaskus:

Dar al-figr al-mua’ssim, 2005 .

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2006), 129.

20 M. igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Gholia
Idonesia , 2002), 82-83.

2 Ibid., 31.
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3) Ghazaly, Abdul Rahman dkk, Figih Muamalah, Jakarta: Kencana
Media Group. 2010.
4) Nawawi, Ismail, Figh Mu’amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan
Sosial. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2010.
5) Syafe’i, Rahcmat, Figih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia.
2001.
6) Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Figih. Jakarta : Kencana.
2003.
7) Dan lain-lain yang relevan.
c. Dokumentasi
Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan
melakukan pengunpulan data dengan metode dokumeter, yaitu teknik
teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat, atau
agenda dan sebagainya.’”> Dalam studi ini penyusuan mencari dan
mempelajari beberapa dokumentasi yang berkitan dengan penelitian
ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah:
a. Teknik Interview ( wawancara)
Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang

mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan

22 Suharsimi Arikunto, Metode Research II, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), 236.
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guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.”> Dengan ini
penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu dengan
cara beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak
menyimpang dari tujuan wawancara yang telah di tetapkan.>* Adapun
wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah :
1) Pihak Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah
Gresik
2) Nasabah
Telaah Dokumen
Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis yang ada.?

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data penulisan teknik yang digunakan penulis

antara lain 2¢:

a.

Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan
yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data
wawancara yag diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat

setiap para pihak.

2 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014),

186.

24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , 237
25 Soerjono Soeknto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press,1986), 22.
26 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , 253.
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b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data
yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah
direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari
penetapan upah kemudian menyatukan dengan tori-teori hukum islam
yang sudah ada.

c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data
yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya bisa
mendapat  suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis
menyimpulkan antara penetapan upah yang terjadi di lapangan dengan
teori-teori dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan hukum

islam atau sebaliknya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang
lebih mudah dibaca dan interpretasikan.?’ Setelah semua data yang
berhubungan dengan penelitian diproleh, maka langkah yang selanjutnya
adalah menganalisa data tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah
deskriptit induktif yakni dari teori ke praktek. Penyusunan melakukan
analisis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu analisis data tersebut

menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu

27 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian survai, (Jakarta: LP33ES, 1989),

263.
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variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi
dalam bentuk kategori-kategori atau kalimat.?®

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara
sistematis dan fakta di lapangan, kemudian penulis menganalisisnya
dengan dengan cara menggambarkan melalui metode diskriptif dengan
pola pikir induktif yaitu mengkaji teori penulis menggunakan metode ini
karena ingin menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul

kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis serta laporan penelitian ini lebih
mudah dipahami, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika
pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, dan tiap bab dibagi dalam
beberapa sub bab, sistematika susunannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang
masalah, identifikasi masalah dan batas masalah, rumusan masalah, tinjauan
pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta
metode penenelitian yang meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik penglolaan data, teknis analisis data, dan
sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan bahasan yaitu : landasan teori penelitian

yang membahas tentang fjarah, yaitu pengertian, landasan hukum, syarat dan

28 Koenjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Pengadilan Tinggi,
Gramedia, 1989), 254.
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rukun, serta macam-macam Jjarah dan hukumnya. Kemudian teori tentang
upah (ujrah) yaitu pengertian, syarat-syarat dan rukun upah, serta hukum
islam dalam pembiayaan multijasa akad ijaroh yang mengacu pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Pembiayaan Multi
jasa.

Bab ketiga menjelaskan data hasil penelitian yakni dipaparkan
hasil wawancara kami dengan pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah
serta menjelaskan tentang gambaran umum wilayah, aplikasi pembiayaan,
aplikasi penetapan ujrah, dan realisasi penetapan pembiayaan multijasa akad
jjarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik.

Bab keempat mengemukakan hasil Tinjauan = hukum islam
terhadap penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad Jjiarah di
Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik.

Baba kelima Dalam bab ini akan diakhiri dengan penutup yang
berisi kesimpulan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang
membangun untuk bagi para pembaca dan khususnya kami sebagai penulis

dan tentunya untuk penelitian selanjutnya.



